RENCANA AKSI PENCAPAIAN SASARAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PASER TAHUN ANGGARAN 2025

SASARAN STRATEGIS FRIWULAN
NO PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET 2025 . 1 lm —, RENCA!}{A AKSI
e KEGIATAN/SUB. KEGIATAN P e 7 SR :
1 2 3 4 5 6 7 9
I |Meningkatnya Pengelolaan Keuangan |Nilai Akip dan SAKIP
dan Kinerja Organisasi yang akuntabel &
1 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN (Indeks Kepuasan layanan Sekretariat
PEMERIN -TAHAN DAERAH
KABUPATEN / KOTA 80% VIiviv
1.1 |Perencanaan , Penganggaran dan |Jumlah Dokumen Perencanaan, Tersedianya Dokumen Perencanaan,
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 11 Dokumen = \/ Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Perangkat Daerah Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Tersusunnya Dokumen Perancanaan Perangkat
Perangkat Daerah 3 Dokumen
Daerah Daerah
Koordinasi dan penyusunan dokumen  (jymlah dokumen RKA-SKPD dan laporan Tersedianya dokumen RKA-SKPD dan laporan
RKA-SKPD hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA{ 2 Laporan v hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA-
SKPD SKPD
Koordinasi dan penyusunan dokumen  |3ymlah dokumen DPA-SKPD dan laporan Tersedianya dokumen DPA-SKPD dan laporan
DPA-SKPD hasil koordinasi penyusunan Dokumen DPA| 2 Laporan v hasil koordinasi penyusunan Dokumen DPA-
SKPD SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat ‘/ / Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah 4 Laporan Daerah




1.2

1.3

Administrasi Keuangan Perangkat
Daerah

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Pelaksanaan Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Administrasi Umum Perangkat
Daerah

Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan

Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan

Fasilitasi Kunjungan Tamu

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

Presentase temuan yang ditindak lanjuti

Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN

Jumiah Dokumen Penata Usahaan dan
Penguijian/Verifikasi Keuangan

Presentase pemenuhan kebutuhan
administrasi perkantoran

Jumlah paket Komponen Instalasi Lisrtik
/Penerangan Bangunan Kantor yang
disediakan

Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan
Kantor yang disediakan

Jumlah Paket Bahan logistik kantor yang
disediakan

Jumlah Paket Bahan Cetakan dan
Penggandan yang disediakan

Jumlah Dokumen Bacaan dan Perundang -
undangan yang disediakan

Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD

100%

30 orang/Bln

270 Dokumen

100%

1 Paket

2 Paket

2 Paket

2 Paket

1 Dokumen

4 Laporan

4 Laporan
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Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat
Daerah

Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN

Terlaksananya Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Tersedianya pemenuhan kebutuhan administrasi
perkantoran

Tersedianya Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan
Kantor

Tersedianya Bahan Logistik kantor

Tersedianya barang cetakan dan Penggandaan

Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundangan Undangan

Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu

Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD




1.4

1.5

1.6

II

Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah

Pengadaan Mebel

Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik

Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Lainnya

Meningkatkan Pemahaman Idiologi
Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI
PANCASILA DAN KARAKTER
KEBANGSAAN

Persentase Penyediaan barang Milik
Daerah

Jumlah Paket Mebel yang disediakan

Presentase Penyediaan jasa Penunjang
Urusan Pemerintah Dzerah

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat
menyurat

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
yang disediakan

Prensentase barang milik daerah yang
terpelihara

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan yang dipelihara dan Dibayarkan
Pajak dan Perijinannya

Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang

dipelihara

Persentase kesadaran masyarakat akan
pemahaman idiologi pancasila

Presentase penurunan konflik yang berbau
sara

100%

1 Unit

100%

4 Laporan

12 Laporan

100%

2 Unit

10 Unit

100%

100%
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Tersedianya barang Milik Daerah

Tersedianya Mebel

Tersedianya jasa Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
Terlaksananya penyediaan Jasa Surat menyurat

Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air,
dan Listrik

Terpeliharanya Barang Milik Daerah

Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan
Dinas Operasional atau Lapangan

Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan
Mesin lainnya




Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan Bidang

Jumlah dokumen Kebijakan Teknis dan
Pemantapan bidang Ideologi Pancasila dan

Tersedianya dokumen Kebijakan Teknis dan
Pemantapan bidang Ideologi Pancasila dan

1.1 |1deologi Pancasila dan Karakter |Karakter Bangsa Yang dirumuskan 6 Dokumen Karakter Bangsa Yang dirumuskan
Kebangsaan.
Perumusan Kebijakan Teknis di Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang
Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, |Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara,
Bela Negara, Karakter Bangsa, Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan,
Pembauran Kebangsaan, Bhineka Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan 3 Dokumen Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan |Sejarah Kebangsaan
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi
Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela  |Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter
Negara, Karakter Bangsa, Pembauran |Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka
Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan |Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan 25 Orang Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
Sejarah Kebangsaan Sejarah Kebangsaan
Pembentukan Paskibraka Jumlah Paskibraka e Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka

rang

III |Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilu
Paser yang Responsifdan bertanggung -
jawab dalam proses dan partisipasi 80%
politik yang demokratis.

1. |PROGRAM PENINGKATAN PERAN |RATA - RATA TINGKAT PARTISIPASI
PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA MASYARAKAT DALAM PEMILU
PENDIDIKAN MELALUI 80%

PENDIDIKAN POLITIK DAN
PENGEMBANGAN ETIKA SERTA
BUDAYA POLITIK
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Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan di Bidang
Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokras , Fasilitasi

Jumlah dokumen Kebijakan Teknis Dan
Pemantapan Pelaksanaan Bidang
Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi

Tersedianya dokumen Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan
Politik, Etika Budaya Politk, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi Kelembanggan

Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan|Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan 5 Dokumen Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,
dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ dan Partai Politik, Pemilihan Umum Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala
Pemilihan Kepala d\Daerah serta /Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Daerah, serta Pemantauan situasi Politik di
Pemantauan situasi Politik di Daerah Pemantauan Situasi Politik yang Daerah

dirumuskan
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan
Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, |Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan
Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembanggan
Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan|Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,
dan Partai Politkk, Pemilihan Umum / |Pemerintahan, Perwakilan dan Partai 150 Orang Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala
Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta [Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Daerah, serta Pemantauan situasi Politik di
Pemantauan situasi Politik di Daerah Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Daerah

Politik di Daerah.
Pelaksanaan Koordiniasi di Bidang Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Terlaksananya Koordiniasi di Bidang Pendidikan
Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, |Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan
Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Demokrasi, Fasilitasi Kelembanggan
Kelembanggan Pemerintahan, Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,
Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan [dan Partai Politik, Pemilihan 100 Orang Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala
Umum / Pemilihan Umum Kepala Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Daerah, serta Pemantauan situasi Politik di
Daerah, serta Pemantauan situasi Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah. Daerah
Politik di Daerah
Pelaksanaan Monitoring di Bidang Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi Terlaksananya Monitoring , Evaluasi dan
Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, {dan Pelaporan Di Bidang Pendidikan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik Etika
Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
Kelembanggan Pemerintahan, Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan 3 Laporan Kelembanggan Pemerintahan, Perwakilan dan

Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan
Umum / Pemilihan Umum Kepala
Daerah, serta Pemantauan situasi
Politik di Daerah

Pemerintahan, Perwakilan dan Partai
Politik, Pemilihan Umum /Pemilihan Umum
Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi
Politik di Daerah.

Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan
Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi
Politik di Daerah




IV

1.1

Mewujudkan Pembinaan dan
Pemberdayaan Ormas

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN
PENGAWASAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN

Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan Bidang
Pemberdayaan dan Pengawasan
Organisasi

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang
Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan
Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa
Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas
Asing di daerah

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang
Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan
Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa
Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas
Asing di daerah

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan di Bidang Pendaftaran
Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi
dan Mediasi Sengketa Ormas,
Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di
daerah

Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan

Presentase Organisasi Masyarakat (Ormas)
yang aktif

Jumlah Dokumen dalam melaksanakan
Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas,
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan
Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan
Ormas dan Ormas Asing di daerah

Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan
Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas,
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan
Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan
Ormas dan Ormas Asing di daerah

Jumlah Orang yang melaksanakan
Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas,
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan
Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan
Ormas dan Ormas Asing di daerah

Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas,
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan
Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan
Ormas dan Ormas Asing di daerah

75%

75%

5 Dokumen

200 Orang

300 Orang

2 Laporan

Tersediannya dokumen Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan Bidang
Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan yang

dirumuskan

Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran
Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan
Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas
dan Ormas Asing di daerah

Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendaftaran
Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan
Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas
dan Ormas Asing di daerah

Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas,
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi
Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan
Ormas Asing di daerah




V  |Mewujudkan Ketahanan ekonomi sosial [Fasilitasi Kebijakan di Bidang Ekonomi ,
Budaya dan Agama Sosial Budaya 100%
1 |PROGRAM PEMBINAAN DAN Presentase Kebijakan Bidang Ketahanan
PENGEMBANGAN KETAHANAN Ekonomi dan Budaya yang ditindak 100%
EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA |lanjuti
Perumusan Kebijakan Teknis dan |Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Tersedianya dokumen Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan Bidang |Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan
1.1 |ketahanan Ekonomi, Sosial dan Sosial dan budaya yang dirumuskan 5 Dokumen Ekonomi Sosial dan budaya yang dirumuskan
Budaya
Penyusunan Program Kerja dibidang Jumlah dokumen Program Kerja dibidang Tersusunnya Program Kerja dibidang Ketahanan
Ketahanan Ekonomi ,Sosial, Budaya dan|Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Ekonomi ,Sosial, Budaya dan Fasilitasi
Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan |Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitasi
Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat 3 Dokumen Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat
Beragama dan Penghayat Kepercayaan |Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Kepercayaan di Daerah
di Daerah Daerah
Pelaksanaan Koordinasi dibidang Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi Terlaksananya Koordinasi dibidang Ketahanan
Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan|dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi
Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan |Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitasi
Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitasi 120 Orang Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat
Beragama dan Penghayat Kepercayaan |Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
di Daerah Kepercayaan di Daerah
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan |Jumlah laporan hasil Monitoring, Evaluasi Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan dibidang Ketahanan dan Pelaporan dibidang Ketahanan Pelaporan dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,
Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi |Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Budaya dan Fasilitasi Pencegahan
Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, |Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, 4 Laporan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan

Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama
dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan
Penghayat Kepercayaan di Daerah

Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di
Daerah




VI

1.1

Meningkatan Kewaspadaan dalam
menjaga kondusifitas yang tertib dan
aman

PROGRAM PENINGKATAN
KEWASPADAAN NASIONAL DAN
PENINGKATAN KUALITAS DAN
FASILITASI PENANGANAN
KONFLIK SOSIAL

Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pelaksanaan Pemantapan
Kewaspadaan Nasionaldan Penanganan
Konflik Sosial

Penyusunan Program Kerja di bidang
Kewaspadaan Dini, Kerjasama
Intelejen, Pemantauan Orang Asing,
Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga
Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar
Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan serta Penanganan
Konflik di Daerah

Penyusunan Bahan Perumusan
Kebijakan di bidang Kewaspadaan Dini,
Kerjasama Intelejen, Pemantauan
Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan
Lembaga Asing, Kewaspadaan
Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan
serta Penanganan Konflik di Daerah

Terwujudnya stabilitas keamanan dan
ketertiban di Kabupaten Paser

Presentase Kasus Konflik sosial yang
tertangani / terselesaikan

Jumlah dokumen kebijakan teknis dan
pelaksanaan Pemantapan kewaspadaan
nasional dan penanganan konflik social
yang dirumuskan

Jumlah dokumen Program Kerja di bidang

~ |Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen,

Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja
Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan
Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta
Penanganan Konflik di Daerah

Jumlah Kebijakan di bidang Kewaspadaan
Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan
Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan
Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan
Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan
Bidang Kewaspadaan serta Penanganan
Konflik di Daerah

100%

100%

2 Dokumen

2 Dokumen

Tersedianya dokumen kebijakan teknis dan
pelaksanaan Pemantapan kewaspadaan nasional
dan penanganan konflik social yang dirumuskan

Tersusunnya Program Kerja di bidang
Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen,
Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing,
dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan
Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di
Daerah

Tersusunnya kebijakan di bidang Kewaspadaan
Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang
Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing,
Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara,
Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan
serta Penanganan Konflik di Daerah




Pelaksanaan Kebijakan di bidang
Kewaspadaan Dini, Kerjasama
Intelejen, Pemantauan Orang Asing,
Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga
Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar

Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan
Kebijakan di bidang Kewaspadaan Dini,
Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang
Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga
Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar

Terlaksananya Kebijakan di bidang
Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen,
Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing,
dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan
Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang

Perbatasan Antar Negara, Fasalitasi
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan
serta Penanganan Konflik di Daerah

Antar Negara, Fasalitasi Kelembagaan
Bidang Kewaspadaan serta Penanganan
Konflik di Daerah

Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang |Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang 20 Orang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di
Kewaspadaan serta Penanganan Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah
Konflik di Daerah Daerah
Pelaksanaan Koordinasi di bidang Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi Terlaksananya Koordinasi di bidang
Kewaspadaan Dini, Kerjasama di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen,
Intelejen, Pemantauan Orang Intelejen, Pemantauan Orang Pemantauan Orang Asing,Tenaga Kerja Asing,
Asing,Tenaga Kerja Asing, dan Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan
Lembaga Asing, Kewaspadaan Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar 20 Orang Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah
Iserta Penanganan Konflik di Daerah Daerah
Pelaksanaan Monitoring, Evalausi dan |Jumlah laporan hasil Monitoring, Evalausi Terlaksananya Monitoring, Evalausi dan
Pelaporan di bidang Kewaspadaan dan Pelaporan di bidang Kewaspadaan Pelaporan di bidang Kewaspadaan Dini,
Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan (Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing,
Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan |Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing,
Lembaga Asing, Kewaspadaan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan 6 Laporan Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara,

Fasalitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan
serta Penanganan Konflik di Daerah




Pelaksanaan Forum Koordinasi
Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota

Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Forum
Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten /
Kota

2 Dokumen \/ / Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan
Daerah Kabupaten / Kota

Tana Paser, 17 Januari 2025

‘NONDING, S. Sos, MM
Pembina Utama Muda | IVc
NIP. 19710607 199703 1 007




